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ABSTRAK  

 

 

Katrina Siagian/201920251027, Rekonstruksi Pasal 18 Undang-Undang Nomor 

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terkait 

Pengembalian Kerugian Keuangan  Negara Dalam  Tindak  Pidana Korupsi. 

 

Sebagai negara hukum, setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan haruslah 

berdasarkan pada hukum yang berlaku (wetmatigheid van bestuur), sehingga 

diharapkan kepentingan-kepentingan yang satu dengan yang lain tidak saling 

berlawanan. Perkembangan pemberantasan korupsi saat ini telah difokuskan pada 

tiga isu pokok, yaitu pencegahan, pemberantasan, dan pengembalian aset hasil 

korupsi (asset recovery). Rumusan masalah dalam tesis ini, mengenai konstruksi 

ideal pengaturan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana 

korupsi saat ini dan dapatkah pelaksanaan kedepannya agar pengambalian 

kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi dapat tercipta kepastian 

hukum. Tesis ini, menggunakan metode penelitian hukum normatif (kepustakaan) 

dengan data sekunder dan dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan 

kesimpulan tentang konstruksi ideal pengaturan pengembalian kerugian keuangan 

negara dalam tindak pidana korupsi saat ini belum dapat optimal sebagai pidana 

tambahan yang merupakan bagian dari tujuan pemidanaan terhadap pelaku 

korupsi, dalam hal perhitungan kerugian keuangan Negara yang memerlukan 

waktu dan sinergitas antara aparat penegak hukum dengan BPK dan BPKP untuk 

menghitung kerugian keuangan Negara dalam tahap pembuktian tindak pidana 

korupsi. Pelaksanaan kedepannya agar pengembalian kerugian keuangan negara 

akibat tindak pidana korupsi memerlukan rekonstruksi terhadap pengaturan dalam 

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenai perhitungan 

kerugian keuangan negara dan kewenangan lembaga atau instansi yang 

menghitung kerugian keuangan negara agar tercipta kepastian hukum dalam 

menerapkan pidana tambahan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. 
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ABSTRACT 

 

 

Katrina Siagian/201920251027, Reconstruction of Article 18 of the Law on the 

Eradication of Corruption Crimes Related to Returning State Financial Losses in 

Corruption Crimes. 

 

As a state of law, every administration of government affairs must be based on 

applicable law (wetmatigheid van bestuur), so it is hoped that the interests of one 

another do not conflict with each other. The current development of corruption 

eradication has focused on three main issues, namely prevention, eradication, and 

asset recovery. The formulation of the problem in this thesis, regarding the ideal 

construction of regulating the return of state financial losses due to corruption at 

this time and can be implemented in the future so that the return of state financial 

losses due to corruption can create legal certainty. This thesis uses a normative 

legal research method (library) with secondary data and analyzed qualitatively to 
obtain conclusions about the ideal construction of regulating state financial losses 

in corruption, currently not being optimal as an additional crime that is part of 

the purpose of punishing corrupt perpetrators. , in the case of calculating state 

financial losses that require time and synergy between law enforcement officers 

and BPK and BPKP to calculate state financial losses in the stage of proving 

corruption. Future implementation so that the return of state financial losses due 

to criminal acts of corruption requires reconstruction of the provisions in Law 

Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning the 

Eradication of Corruption Crimes regarding the calculation of state financial 

losses and the authority of institutions or agencies that calculate financial losses 

the state in order to create legal certainty in applying additional penalties to 

perpetrators of corruption. 
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